
UNIVERSITAS BUNG HATTA

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

1. Mekanismepemberhentiankepaladaerahberdasarkanundang-undangnomor 10

tahun 2016telahdiaturdalampasal 173. Ada pemberhentian yang

melibatkanatauatasinisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ada yang

tidakmelaluiinisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

tetapilangsungdilakukan oleh Presiden, melaluikeputusanpengadilan yang

sudahmempunyaikekuatanhukumtetap. Demikian juga pemberhentianada yang

merupakanpemberhentiansementara dan ada yang diberhentikansecaratetap.

Pada dasarnyaadatigaalasankepaladaerahatau wakil kepaladaerahberhenti,

yaitu: meninggal dunia, permintaansendiri,
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ataudiberhentikan,namundalamhasilpenelitianmekanismenyabelumdilaksanaka

nsesuaiaturanperundang-undangan.

2. Implementasinyapengaturanpengisiankepaladaerahatas proses pelantikanRusma

Yul Anwar dalamjabatansebagaiBupatiPesisir Selatan periode 2021-2024.

Semestinya pada saatpelantikan pada tanggal 26 Februari 2021

berlakuketentuanPasal 164 ayat (8) Undang-UndangNomor 10 Tahun 2016.

Pasal 164 ayat (8) tersebutmenegaskandalamhalcalonBupati/Walikota

dan/ataucalon Wakil Bupati/Wakil

Walikotaterpilihditetapkanmenjaditerpidanaberdasarkanputusanpengadilan

yang telahmemperolehkekuatanhukumtetap pada saatpelantikan, yang

bersangkutantetapdilantikmenjadiBupati/Walikota dan/atau Wakil

Bupati/Wakil Walikota, kemudiansaatitu juga

diberhentikansebagaiBupati/Walikota dan/atau Wakil Bupati/Wakil Walikota.

Hal initerkaitdenganputusanKasasiMahkamah Agung RI Nomor 31 K/Pid.Sus-

LH/2021tanggal 24 Febuari 2021 yang telahditerima oleh yang bersangkutan

padatanggal 12 Maret 2021. KasusBupatiPesisir Selatan

adalahtuntutanataspelanggaranPasal 109 Undang-undangNomor 32 Tahun

2019 tentangPerlindungan dan PengelolaanLingkunganHidup, yaknisetiap

orang yang melakukanusaha

dan/ataukegiatantanpamemilikiizinlingkungansebagaimanadimaksuddalamPasa

l 36 ayat (1), dipidanadenganpidanapenjara paling singkat 1 tahun dan paling

lama 3 tahun dan denda paling sedikit Rp1 miliar dan paling banyak Rp.3

miliar. Dalam proses peradilan, putusanPengadilan Negeri Padang No.

642/Pid.Sus-LH/2019/PN.Pdgtanggal 13 Maret 2020 bahwasdrRusma Yul
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Anwarterbuktisecarasah dan

meyakinkanbersalahmelakukantindakpidanamelakukanusaha dan

kegiatantanpamemilikiizinlingkungan dan dijatuhkanpidanapenjara

1 tahundengandendasebesar Rp1 miliarsubsidair 3 bulankurungan.

DengantelahditerimanyaPutusanKasasiMahkamah Agung RI Nomor 31

K/Pid.Sus-LH/2021 oleh Rusma Yul Anwar padatanggal 12 Maret 2021,

makamerujukkepadaUndang-UndangNomor 23 Tahun 2014

tentangPemerintahan Daerah, BupatiRusma Yul Anwar

telahmelanggarSumpah/janjiKepala Daerah sebagaimanadiaturdalamPasal 61

ayat (2) dan melanggarkewajibansebagaimanadiaturdalamPasal 67 huruf b

yang berbunyimenaatiseluruhketentuanperaturanperundang-undangan.Dalam

proses pemberhentiankepaladaerah,

setelahkesalahankepaladaerahdapatdibuktikan oleh hukummelalui proses

peradilan di Mahkamah Agung, dan Mahkamah Agung

tidakmempunyaiwewenangmemutuskanlebihjauhyaitumemberhentikanatautida

kmemberhentikankepaladaerah, makalangkahselanjutnya yang

dilaluiadalahmenentukanadatidaknyakesalahanpolitikataupertanggungjawaban

politikyang

dibebankankepadakepaladaerahsehinggalayaktidaknyauntukdiberhentikan dan

harusberdasarkansuaramayoritaskekuatanpolitik.

Menurutpenulissesalahapapunkepaladaerahjikadiamempunyaidukungan yang

besar oleh anggota DPRD, kepaladaerahitutidakakanbisadijatuhkan.

B. Saran
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1. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) KabupatenPesisir Selatan Periode

2019-2024 perlumelakukankajianatas status hukumdariBupatiRusma Yul

Anwar, karenamerujuk pada Pasal 153 ayat (1) Undang-UndangNomor 23

Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah, DPRD

Sebagailembagaperwakilanrakyatdaerah yang

berkedudukansebagaiunsurpenyelenggaraPemerintahan Daerah

memilikifungsipengawasan yang

diwujudkandalambentukpengawasanterhadappelaksanaanketentuanperaturanp

erundang-undangan lain yang terkaitdenganpenyelenggaraanPemerintahan

Daerah.

2. PemerintahperlumengaturlebihrinciterkaitrumusanPasal 164 ayat (8) Undang-

UndangNomor 10 Tahun 2016 TentangPerubahanKeduaAtasUndang-

UndangNomor 1 Tahun 2015

TentangPenetapanPeraturanPemerintahPenggantiUndang-UndangNomor 1

Tahun 2014 TentangPemilihanGubernur, Bupati, Dan

WalikotaMenjadiUndang-Undangkarenatelahmenimbulkan multi-tafsir
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